SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

a. bahwa perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan

untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional serta
meningkatkan hasil Pembangunan Daerah secara adil dan
merata dalam rangka memajukan kesejahteraan
masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam
mewujudkan cita-cita Pembangunan Daerah serta sebagai
acuan dalam penyusunan rencana Pembangunan Jangka
Menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang,
perlu disusun rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan
jangka Panjang Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah salah satu tugas kepala daerah
adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2002, tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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12.

13.

14.

15.

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 7100);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
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20.

21.

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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23.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
Program  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
341);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

25.

26.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 81);

Peraturan Dearah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2050 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 1
Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : 1-
142/2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 103);
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35.

36.

37.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor
5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah
Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2023 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01);
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten
Pulang Pisau Nomor 003);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Menetapkan

Dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2025 - 2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/ pengguna barang.

Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu

atau beberapa program.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya  disebut RPJMN adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen
perencanaan daerah provinsi untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah
dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten,
adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periodel (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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Bapperida adalah  Kepala  Badan  Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Pulang Pisau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka  panjang dan
menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di masa yang akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan
pembangunan Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk
menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan

misi.
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27.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang

28.

diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai
tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Dearah atau masyarakat yang dikoordinasikan
oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan pembangunan daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Maksud dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2025 — 2029 adalah:

a. untuk memberikan arahan pembangunan serta

menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah,
masyarakat dan pihak swasta dalam menjalankan
roda pembangunan untuk mewujudkan tujuan
pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat; dan

b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD.

(2) Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2025 - 2029, adalah:

a. menetapkan visi, misi dan arah pembangunan

Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan tahun 2029
mendatang dalam rangka peningkatan pertumbuhan
dan pengembangan wilayah serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau;

. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah

yang sinergis dan terpadu antara perencanaan
pembangunan nasional, perencanaan pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah, dan perencanaan

pembangunan Kabupaten Pulang Pisau; dan

. sebagai peran serta aktif dari Pemerintah Kabupaten

Pulang Pisau dalam mendukung terwujudnya visi dan

misi Pembangunan Nasional.
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Pasal 3
RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 adalah
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pulang Pisau untuk periode S (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang memuat visi,
misi, dan arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil

Bupati Pulang Pisau.

Pasal 4
(1) Sistematika RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2025-2029 meliputi:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
BAB V PENUTUP
(2) Isi dan penjabaran lebih rinci RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5
Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam Renstra PD, RKPD
dan Renja PD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2025-2029.



(2)

(3)

(1)
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Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah
kebijakan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi
pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pulang Pisau yang dilakukan melalui pemantauan dan
supervisi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2025-2029.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan untuk menjamin sasaran pokok dan
arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
Kabupaten Pulang Pisau, akan dipedomani dalam
merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029.

Pasal 7
Kepala Bapperida melaksanakan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2025-2029 dan melaporkan hasilnya kepada
Bupati Pulang Pisau sebagai bahan masukan untuk

melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
BAB YV
PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA PD
Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-

2029 dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
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b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara
lain terjadinya bencana alam, guncangan politik,
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah dan perubahan
kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJMD dapat dilakukan tanpa melalui
tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam
hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan
luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

(3) Perubahan atau pemutakhiran atas klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur program yang dilakukan oleh
Kementerian Dalam Negeri dapat disesuaikan pada RKPD
tahun berkenan.

(4) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan
RKPD dan Perubahan Renstra PD.

(5) Tata cara perubahan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan bersamaan
dengan perubahan RPJMD.

(2) Penyesuaian muatan Renstra PD dapat dilakukan tanpa
harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi
apabila;

a. terjadi perubahan organisasi dan tata kerja PD; dan

b. terjadi perubahan atau pemutakhiran klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan dan
sub kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian dalam
Negeri.

(3) Penyesuaian muatan Renstra PD sebagaimana pada ayat
(2) dapat dilakukan selama target tujuan, sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam
RPJMD tidak berubah.
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Pasal 10
Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11
Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

(1) Target kinerja dan pagu indikatif yang tercantum dalam
RPJMD dan Renstra PD per tahun digunakan sebagai
ukuran capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan
sub kegiatan.

(2) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat
dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. hasil pengendalian dan evaluasi;
b. kondisi strategis Daerah; dan
c. fiskal Daerah.

(3) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimasud pada ayat (2) dapat dilakukan pada
RKPD dan Renja PD dengan ketentuan selama tidak
mengubah target kondisi akhir RPJMD dan Renstra PD

dan sesuai dengan kondisi keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk
Hukum Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang mengatur
mengenai dokumen perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini.



-17 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI PULANG PISAU.
ttd
AHMAD RIFA’I
Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN PULANG PISAU, Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten ang Pisau,

ttd

TONY HARISINTA KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516,200501 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 020.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 04,40/2025.





